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Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 

Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu diatur 

pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai 

di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang 

Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 123); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 106); 
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  8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 347); 

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang 

Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1313) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 

12/PER/M.KUKM/XI/2014 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 07/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang 

Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1785); 

  10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN 

MENENGAH TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL 

DAN MENENGAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pegawai 

adalah Aparatur Sipil Negara dan Calon Aparatur Sipil 

Negara yang berdasarkan keputusan pejabat yang 

berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau 

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan 

organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan 

Usaha Kecil dan Menengah. 

2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian 

susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda 

dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal 

tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat 

persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai 

dasar penggajian. 

3. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai 

suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan 

kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan 

terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan 

kelas jabatan. 

4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 

tinggi pada instansi pemerintah yang terdiri dari Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama. 

5. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan 

pelayanan administrasi, manajemen kebijakan 

pemerintahan, dan pembangunan yang terdiri dari 

Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan 

Pelaksana. 

www.peraturan.go.id



2017, No.609 
-5- 

6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan 

pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian 

dan keterampilan tertentu. 

7. Hari Kerja adalah hari yang ditetapkan oleh Menteri bagi 

Pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan.  

8. Jam Kerja adalah periode waktu antara masuk kerja 

sampai dengan pulang kerja untuk melaksanakan tugas-

tugas kedinasan dikurangi waktu istirahat.  

9. Kehadiran Pegawai adalah kehadiran Pegawai untuk 

melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab 

dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan 

tanda kehadiran sesuai dengan ketentuan melalui mesin 

kehadiran elektronik. 

10. Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai adalah sistem 

pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran Pegawai oleh 

Biro Umum sebagai bahan dalam melakukan 

pengukuran kinerja Pegawai dan penjatuhan hukuman 

disiplin Pegawai. 

11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang Aparatur Sipil Negara. 

12. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

setiap Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 

13. Atasan Langsung adalah Pegawai yang karena jabatannya 

mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang 

dipimpinnya.  

14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan 

dalam jangka waktu tertentu yang terdiri dari cuti 

tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena 

alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara.  

15. Tugas Kedinasan adalah tugas yang dilaksanakan oleh 

pegawai untuk jangka waktu tertentu berdasarkan 

penugasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang.  

16. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada 

Pegawai untuk mengikuti Pendidikan Program Diploma, 
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